
 
 
 
 

Nomor : 578/PM.00.02/K.SB-04/09/2024 Tanjung Pati, 25 September 2024 
Sifat : Penting  

Lampiran : -  
Perihal : Imbauan  
 
Kepada Yth : 
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota; 
2. Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Lima Puluh Kota; 
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota. 

di 
 Tempat 

 
A.  Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimanan telah diubah 

beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

5. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye 

Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota Dan Wakil Walikota. 

 

B. Imbauan 

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada 

Tahapan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh 

Kota  mengimbau hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2024: 

a. Penyampaian LADK diserahkan pada tanggal 24 September 2024; 

b. Penyampaian LADK Perbaikan Tanggal 25 s.d 27 September 2024; 

c. Pengumuman LADK Tanggal 28 September 2024. 

2. Memastikan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan 

ketentuan Pasal 36 s.d 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2024; 

3. Memastikan Penyampaian LADK Perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 s.d 39 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; 

4. Berdasarkan Larangan pada Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa : 

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan 
Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk 
Kampanye yang berasal dari: 
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing 

dan warga negara asing; 
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; 
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha 

milik desa atau sebutan lain. 
(2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1): 



a. tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud; 
b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan 

wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil 
bupati atau walikota dan wakil walikota; dan 

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat 
belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk juga 
sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: 
a. perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia 

yang seluruh sahamnya dimiliki asing; 
b. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau 

sahamnya lebih dari 50% (Lima puluh persen) dimiliki asing; dan 
c. organisasi masyarakat asing. 

(4) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan 
b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki 

kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh 
pelaksana Kampanye. 

 
5. Berdasarkan Sanksi Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2024 menyatakan bahwa : 

(1) Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPU 
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan 
wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan 
Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk Pemilihan 
Gubernur dan wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati 
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan 
Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis. 

(2) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi 
untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk 
Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai 
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), 
Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan 
diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 
(tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(2). 

(3) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi 
untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk 
Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai 
dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa 
larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye. 

(4) KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan 
wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan 
LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi 
KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan 
wakil walikota. 



 
Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan 

terima kasih. 

 

KETUA, 

 

 

YORIZA ASRA 

 

 

 

 

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth : 
1.Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 
 
 
 
 
 


